ABSTRAK PERATURAN
JURNAL AKUNTANSI - PEMERINTAH PUSAT
2019

PERMENKEU RINOMOR 212/PMK.05/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1712)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JURNAL AKUNTANSI
PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan secara
sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan mengenai sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali pedoman mengenai
jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Permenkeu RI No.
213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI
No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137); Permenkeu Rl No. 214/PMK.05/2013 (BN
Tahun 2013 No. 1618);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur kaidah umum Akuntansi untuk Jurnal Akuntansi Pemerintahan
pada pemerintah pusat dalam rangka pencatatan transaksi dan kejadian keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pusat.

Peraturan Menteri ini mulai digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat untuk periode pelaporan tahunan 2019.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang
telah dan sedang disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

-Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- Lampiran halaman 7-118.



